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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk
dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari
bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang
tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote
maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan
yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22
Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku
Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow

1992.



A. Konsonan

\ = Tidak dilambangkan o= = dl
<« =B L = th
& =7 L = dh
&G = Ta ¢ = °(mengahadap ke atas)
c =1 ¢ = gh
¢ =H = = f
¢ = Kh S =q
3 =D d =k
3 = Dz Jd =1
o =R go=m
> =Z O =n
> =S s = W
o = 8y s = h
o= = Sh ¢ =Y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ¢ .



B. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
a = fathah A J& menjadi géla
i = kasrah 7 J# menjadi gila
u = dlommah a s> menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ 1
”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = 5 Js&& menjadi gawlun
ay = o menjadi khayrun

C. Ta’marbiithah (3)
Ta’ marbathah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

kalimat, tetapi ta’ marbdthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyaa-w Lalll Al Yl menjadi

Xi



al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya @ Al

das ) menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J))dalam lafadh jalalah yag erada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...........................

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ..............

3. Masya’Allah kand wa madlam yasyd lam yakun

4. Billah ‘azza wa jalla

E. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata,

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: - syai’un G el - umirtu

Qjﬂ\ - an-nau’un Q).J'AU -ta’khudzlna
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F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : G 1) & sl )5 - wa innalillaha lahuwa khairar-
raziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : dyu MEVES e 5 = wa maa Muhammadun illa Rasdl

oAl a s S Js) )= inna Awwala baitin wu dli’a linnasi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak

dipergunakan.

Contoh : <« )5 Ch\ﬂ 4 (m _ad = naslrun minalldhi wa fathun qarib
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Lraas ¥V 4l = fillahi al-amru jami’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Muhammad Alif Hamami, 15220102, 2019, Praktik Jual-Beli Pohon Dengan Sistem
Kontrak Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Studi di Desa
Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) Skripsi, Jurusan Hukum
Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Kata Kunci : Praktik, Jual-Beli, Pohon, Kontrak

Pada dasarnya manusia memerlukan bantuan orang lain agar kebutuhannya
dapat terpenuhi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu
dengan melakukan jual-beli. Jual-beli merupakan kegiatan menukarkan barang dengan
barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak
kepada pihak lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Kemudian dalam jual-beli harus
memperhatikan syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Pada praktiknya penulis
menemukan kegiatan jual-beli pohon yang berbeda dari biasanya yaitu akadnya jual-
beli akan tetapi secara praktek adalah kontrak. Jual-beli tersebut dilakukan oleh
masyarakat Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan jual-beli
pohon yang terjadi pada masyarakat Desa Grogol yaitu seseorang menjual pohon
kepada orang lain dengan batas waktu tertentu tanpa disertai perpindahan hak milik atas
pohon dari penjual kepada pembeli.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana proses
transaksi dan akad jual-beli pohon dengan sistem kontrak yang terjadi di Desa Grogol
Kecamatan Giri Kabupaten banyuwangi dan bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah) terhadap pelaksanaan jual-beli Pohon dengan sistem
Kontrak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian terdapat lima tahapan dalam
menganalisis data, diantaranya Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, dan
Concluding.

Dalam jual-beli tersebut hak milik atas pohon tidak dapat berpindah dari
penjual kepada pembeli, karena pada hakikatnya kedua belah pihak sedang melakukan
kontrak. Ditinjau dari segi perpindahan hak milik atas pohon, kegiatan jual-beli tersebut
bertentangan dengan pasal 91 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena tidak
terdapat unsur perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Maka jual-beli
pohon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grogol batal karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan jual-beli yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
akan tetapi sesuai dan sah apabila itu adalah niat dan akadnya adalah kontrak karena
sesuai dengan apa yang ada dalam syarat-syarat kontrak.
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ABSTRAK

Muhammad Alif Hamami, 15220102, 2019, The Practice of Buying and Selling Trees
with a Contract System in the Perspective of Sharia Economic Law
Compilation (Study in Grogol Village, Giri District, Banyuwangi
Regency) Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Keywords: Practice, Buying and Selling, Trees, Contracts

Basically, humans need help from others so that their needs can be met. One
way to make ends meet is to buy and sell. Buying and selling is the activity of
exchanging goods for goods or goods with money, by releasing ownership rights from
one party to another party at the desire of both parties. So in buying and selling must
pay attention to the terms and pillars. In practice, the writer found a tree trading activity
that was different from usual, namely the sale and purchase contract, but in practice it
was a contract. The sale was made by residents of Grogol Village, Giri District,
Banyuwangi Regency. Tree buying and selling activities that occur in the Grogol
Village community are someone selling trees to others within a certain time limit
without transferring ownership rights to the trees from the seller to the buyer.

From this problem the writer wants to know how the transaction process and the
sale and purchase of trees with a contract system that occurs in Grogol Village, Giri
District, Banyuwangi and how to review the KHES (Compilation of Sharia Economic
Laws) on the implementation of the sale and purchase of Trees with the Contract
system. This research is an empirical study with a qualitative approach. Data collection
techniques in this research is to conduct observations, interviews, and documentation.
Then there are five stages in analyzing data, including Editing, Classification,
Verification, Analysis, and Concluding.

In the sale and purchase of ownership rights to the tree cannot be transferred
from the seller to the buyer, because basically both parties sign a contract. In the case
of transferring ownership rights to trees, trading activities are contrary to Article 91 of
the Compilation of Sharia Economic Law, because there is no element of transfer of
ownership from the seller to the buyer. Then the sale of trees made by the Grogol
Village community was canceled because it was against the sales terms contained in the
Sharia Economic Law Compilation, but it was appropriate and valid if the intention and
contract were a contract because it was in accordance with what was in the terms of the
contract terms.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan memiliki akal pikiran, perasaan,
kekurangan beserta kelebihan yang membuat manusia menjadi makhluk
sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak bisa memenuhi
kebutuhanya sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi
kebutuhanya yang beragam. Kemudaian sebagai makhluk individu tentunya
manusia hanya memikirkan diri sendiri, manusia tidak peduli kondisi yang
lain hanya peduli dirinya untung, maka dari itu dalam menjalankan proses
pemenuhan kebutuhan manusia tentu harus memiliki batasan-batasan aturan

untuk mengatur, agar semua proses yang dilakukan manusia dapat berjalan



selaras tidak ada kejanggalan atau adanya pihak yang dirugikan, teratur dan
terarah dalam melakukan seagala sesuatu tanpa ada pihak pihak yang
dirugikan atau terdzalimi.

Islam adalah salah satu ajaran agama, muncul sebagai ajaran yang
mengatur segala hal yang ada di dunia dimana salah satu yang diajarkan
dalam islam yakni tentang aturan sikap atau perbuatan individu kepada
individu yang lain. Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW
sebagai pedoman hidup bagi umat islam, dalam ajaran islam sebagai
pedoman hidup tentunya mengajarkan dan mengatur tentang hubungan
manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan alam dan hubungan
manusia dengan manusia.

Al-quran dan Hadits yang sebagai kitab sumber dalam melakukan
aktifitas kehidupan terbukti mampu memecahkan masalah yang ada di
tengah masyarakan asalkan dalam satu lingkup masyarakat tersebut mampu
memahami dan mengamalkan semua yang ada dalam Al-quran dan Hadits.
Terdapat dua jenis masalah dalam kehidupan masyarakat yakni masalah
ibadah dan muamalah, dari keduanya tersebut muamalah lah yang sering
terjadi di dalam kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa
lepas dari yang namanya interaksi hubungan individu dengan yang lain,
terutama didalam lingkup desa yang cenderung menggunakan kebiasaan

tradisional dalam menentukan suatu status hukum dari suatu perkara.



Dalam ruang lingkup muamalah yang cukup kompleks ada salah
satu aktifitas muamalah yang banyak sekali jenis dan tata caranya karena
aktifitas muamalah ini bisa diakatakan berkaitan dengan muamalah yang
lain vyaitu jual-beli, diantara semua macam muamalah, jual-belilah
muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia, bahkan anak
kecilpun sudah melakukan transaksi jual-beli. Jual beli merupakan suatu
akibat hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat suatu tindakan
hukum.?

Jual-beli adalah tuka menukar, atau pemindahan status
kepelimilikan dengan cara pergantian menurut cara yang di perbolehkan
syara?, atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang
dengan jalan melepaskan hak milik orang lain terhadap orang yang lainya
atas dasan keralaan anatara panjual dan pembeli.®

Jika melihat dari sejarah Rasulullah SAW adalah seorang pedagang,
bisa dikatakan jual-beli ada suatu aktifitas ekonomi yang sudah
disyariatkan, dalam artian sudah ada aturan-aturan yang jelas dalam islam.
Dalam islam hukum jual-beli adalah boleh (jawaz). Seperti yang sudah di

sebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 275:

! Surojo Wignyo Dipuro, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Gunung Agung, 1993) h. 33.
2 Amir Syarifuddin, Garis —Garis Besar Figih, ( Jakarta: Kencana, 2003 ) h. 193
% Ibnu Masyudd & Zainal Abidin, Figih Madzhab Syafi i, ( Bandung :Pustaka setia, 2007) h.22



Artinya:
“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba

Dan disebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

G588 oY) Sl aSas 00 gl 15l Y T sl Cpall s
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Artinya:
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu “

Menurut kesepakatan ulama, jual-beli diperbolehkan dengan alasan
manusaia memiliki kenutuhan yang kompleks dan tidak bisa memenuhi
kebutuhanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Antara individu satu dengan
yang lain memiliki barang yang nantinya ditukar sesuai kebutuhan dan
kesepakatan.® Berikut adalah rukun jual beli menurut jumhur ulama :

1. Pembeli

2. Penjual

3. ljab dan kabul

4 Quran World, surah Al-Bagarah (2) : 275
® Quran World, surah An-Nisa (4) : 29
& Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 75



4. Objek yang diperjual-belikan

Dalam aktifitas jual-beli, yang paling penting untuk diperhatikan yaitu
barang atau benda yang menjadi objek pertukaran. Karena jual-beli bisa
terjadi apabila penjual dan pembeli telah saling menukar barang yang
dimilikinya dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Benda yang diperjualbelikan harus ada di hadapan kedua belah
pihak, dapat dilihat dan dapat dikuasai. Apabila benda yang diperjualbelikan
tidak nampak di hadapan keduanya, tetapi telah menjadi tanggung jawab
orang yang menjualnya, penjualan ini sah. Asalkan bendanya telah
ditunjukkan sifat-sifatnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Jika benda
yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan keduanya, dan belum pernah
diketahui oleh calon si pembeli sama sekali, serta tidak atas tanggung jawab
dari si penjual. Atau bendanya ada di hadapan keduanya tetapi tidak dapat
dikuasainya, penjualan tersebut hukumnya tidak sah. Karena termasuk
penipuan.’

Dalam kegiatan jual-beli hal yang yang terpenting adalah objek dari
jual beli dan adanya pemindahan hak atas barang, jual-beli tidak mungkin
terjadi ketika tidak ada barang yang dijual, dan jual-beli akan cacat ketika
ketika kepemilikan tidak sepenuhnya beralih kepada pembeli. Kemudian

dalam Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan

7 Ahmad
h. 33-34.

Soleh, Terjemah dan Penjelasan Kitab, Jilid 11, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985),



bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli
selama penyerahannya belum dilakukan.

Salah satu sifat penting dari jual-beli menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah bahwa perjanjian jual-beli itu sifatnya hanya
obligatoris saja, artinya jual-beli belum memindahkan hak milik. la baru
memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak yaitu
memberikan kepada pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik
atas barang yang dijual. Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah
kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan.®

Transaksi jual-beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu :

1.  Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang atau yang
dijual kepada pembeli dengan berpindahnya kepemilikan.

2.  Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli
kepada penjual.

Dalam kegiatan ekonomi dimasyarakat terdapat banyak sekali
macam dan model transaksi yang populer disebuah Daerah tetentu. Banyak
dari masyarakat mencari dengan cara dan jalan yang unik, hal tersebut
sangat lazim terjadi karena dalam kehidupan berekonomi demi mendapat
kentungan bersama yang cukup besar. Semua model transaksi boleh

dilakukan asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1459.



negara dan Syari’at islam. Dalam hal ini penulis memfokuskan penilitian
terhadap pohon sebagai objek penelitian.

Dalam lingkup jual-beli hal yang paling penting dan mendasar
adalah perpindahan hak milik dari penjual dan pembeli, bukan dikatakan
jual-beli, jika hak milik belum berpindah kepada pembeli. Merujuk pada
pasal 91 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disingkat menjadi
“KHES”, dijelaskan bahwa “jual-beli yang sah dan mengikat berpindahnya
kepemilikan objek jual-beli.”® Dalam pasal tersebut sangat sangat jelas
ketika melakukan transaksi jual-beli, maka jual-beli tersebut diaanggap sah
apabila barang atau objek yang diperjual-belikan dapat berpindah
kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.

Sedangkan pada praktinya penulis menemukan sebuah peristiwa
jual- beli yang tidak sama dengan jual-beli pada umumnya. Kegiatan jual-
beli itu dilakukan oleh masyarakat Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten
Banyuwangi. Dalam jual-beli tersebut yaitu seseorang menjual pohon
kepada orang lain dengan durasi waktu tertentu tergantung kesepakatan, dan
terdapat beberapa syarat diantaranya.

1. Pohon tidak boleh ditebang

2. Pohon tidak boleh rusak

3. Boleh mengambil manfaat apapun asalkan tidak berdampak

buruk kepada tanaman

® Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 91, (Jakarta : kencana, 2009), h. 40



Pembeli tidak dapat sepenuhnya menguasai pohon tersebut. Hak
milik penuh tetap ada pada penjual, jika pembeli ingin menganmbil manfaat
pohon tersebut setelah jatuh tempo maka pembeli harus rela membeli pohon
itu kembali. Jual beli ini sebenarnya kurang sesuai jika didasarkan dengan
akad jual-beli, melainkan lebih sesuai dengan prinsip dari Kontrak, dimana
prinsip dasar dari kontrak adalah kontrak terdiri dari satu atau serangkaian
janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri
adalah kesepakatan (‘agreement ). Kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi
yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang
memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar pemenuhannya dapat dituntut
di pengadilan. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan
atau dipertahankan di hadapan pengadilan.

Dalam hal ini terlihat bahwa dalam praktik jual-beli di Desa Grogol
itu terdapat ketidak jelasan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak
pasti. Jika meninjau dari pengertian jual-beli yang sah dan mengikat yaitu
tukar-menukar dengan berpindahnya kepemilikan objek jual- beli dari
penjual kepada pembeli bukan melekukan perjanjian dan kesepakatan
tertentu seperti yang dilakukan dalam berkontrak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan
dalil-dalil dari nash mengenai jual-beli. KHES, peraturan-peraturan dan
dalil-dalil tersebut digunakan penulis sebagai alat untuk menganalis,

diharapkan bisa menjadi pedoman untuk menemukan kejelasan antara



praktik jual-beli di Desa Grogol dengan ketentuan-ketentuan tentang jual-
beli yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Melihat dari kasus tersebut diketahui bahwa transaksi yang
dilakukan di Desa Grogol memiliki beberpa permasalahan yang tidak
sesuai dengan kaidah dalam jual-beli menurut Islam, dan cenderung
termasuk kedalam transaksi lain selain jual-beli. berdasarkan latar belakang
masalah tersebut penulis ingin lebih lanjut untuk melakukan penelitian
terhadap kasus terebut dengan mengambil judul tentang “Praktik jual beli
pohon dengan sistem kontrak perspektif kompilasi hukum ekonomi
syariah” (Studi di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten

Banyuwangi).

. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasi permasalahan
Jual beli sistem kontrak di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten
Banyuwangi. Dalam artian bahwa permasalahan-permasalahan hanya
mengenai jual beli sistem kontrak di Desa Grogol sedangkan yang lain tidak
dibahas dalam penelitian ini.
. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh beberapa rumusan
masalah yang selanjutnya menjadi fokus penelitian ini yakni:
1. Bagaimana proses akad transaksi jual beli pohon dengan sistem kontrak

di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi?
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2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap
praktik jual beli pohon dengan sistem kontrak di Desa Grogol,
Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pohon dengan sistem kontrak di
Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap
Praktik jual beli pohon dengan sistem kontrak di Desa Grogol,
Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian
ini, berikut urainnya:
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan membantu proses
pembelajaran dan untuk menambah khazanah pemikiran dan
sumbangan akademik bagi para akademisi khususnya dalam keilmuan
hukum Islam ataupun dalam hukum positif khususnya dalam ilmu
perdagangan.
2. Manfaat Praktis
a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berfugsi sebagai
objek pemikiran baru bagi perkembangan hukum islam dan

hukum positif.
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b) Bagi penulis, sebagai bahan latihan dalam mengembangkan
wacana dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu
karya ilmiah kedepannya yang lebih sempurna dan tentunya lebih
menarik.

F. Definisi Operasional

1. Jual Beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang
berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain
berdasarkan tata cara atau akad tertentu.

2. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat
hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

3. Hukum Ekonomi Syariah adalah rumusan aturan yang mengatur
tentang muamalah atau bisnis dengan di tinjau dari aspek syariah atau
keislamannya dan mengatur tentang segala usaha manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi,
konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai
dengan aturan-aturan dalam Islam.

G. Sistematika Penulisan
Agar penyusunan skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis secara
umum menggambarkan susunannya sebagai berikut:
Bab Pertama: Merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar
belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional,

maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
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pembahasan. Penulisan bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar
penelitian ini tidak melebar, serta untuk menegaskan tujuan dari pada
penelitian.

Bab Kedua: Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka yang di
dalamnya terdapat sub bab berupa penelitian terdahulu dan kerangka teori
atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang
penelitian yang telah dilakukan penulis-pebukis sebelumnya, baik dalam
bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa desertasi,
tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Tujuan dari hal ini adalah
menghindari terjadinya duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan
orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian
sebelumnya.

Bab Ketiga: Pada bab ini berisikan Metode penelitian, yang memuat
beberapa hal penting yaitu: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi
penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode
pengelolahan data. Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian
ini lebih terarah dan sistematis sehingga penelitian ini bisa sesuai dengan
yang diinginkan.

Bab Keempat: Bab ini merupakan inti dari penelitian dan pembahasan,
karena pada bab ini penulis menyajikan gambaran umum lokasi penelitian,
kemudian penulis juga menganalisis hasil dari wawancara, agar penulis bisa
mengetahui bagaimana perlindungan hokum bagi konumen atas penyewaan

bilik pernikahan dan hokumnya dalam fikih muamalah
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Bab Kelima: Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang
berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan
seluruh hasil kajian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah,

sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan
proposal penelitian, hal ini dimaksudkan untuk penulis dapat
membedakan antara proposal penelitian penulis dengan proposal
penelitian orang lain, sehingga penulis terhindar dari tindakan kejahatan
akademik, seperti plagiasi, duplikasi dan repetisi, dengan adanya

penelitian terdulu juga untuk menjaga orisinalitas proposal penelitian.
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1. Skripsi karya Esti Faelatul Mahasiswa Jurusan Muamalah,
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon
Alba Dengan Sisstem Nyinom Dalam Perspektif Hukum
Islam” (Studi Kasus Di Desa Dukuh Kejen Desa
Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten
Purbalingga). Tentang bagaimana tinjaun hukum Islam
terhadap Praktik Jual Beli pohon Alba Dengan Sisstem Nyinom
dalam perspektif Hukum Islam persamaan dari penelitian ini
dengan penelitian kami adalah pada segi jual beli, diman paa
penelitian kami berfokus kepada bagaiamana jual beli pohon
degan sistem kontrak dengan menggunakan perspektif hukum
ekonomi syariah atau yang lebih dikenal dengan HES,
sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami
adalah, pada penelitian ini merupakan penelitian yang
dilakuakan di Kabupaten Purbalingga, sedangak penelitian kami
adalah penelitian empiris atau penelitian yang berfokus
dilapangan, yakni di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten
Banyuwangi.*°

2. Skripsi karya Dwi Karni Rahmawati, Mahasiswa Jurusan

Muamalat, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan

10 Esti Faelatul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba Dengan Sisstem
Nyinom Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Dukuh Kejen Desa Karangjengkol
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga), (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).
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Kalijaga Jogjakarta, Tahun 2008, yang berjudul “Perspektif
Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Di Kecamatan
Bulupesantren, Kabupaten Kebumen”. Penelitian ini
merupakan penelitian empiris atau penelitian yang menggunakan
metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan
normatif, persamaan penelitian ini dengan penlitian kami adalah
pada segi objek penelitian yang sama-sama menggunakan jual beli
pohon, adapun hasil dari peneitian ini adalah diketahui bahwa jual
beli pohon di kecamatan Bulupesantren dengan menggunakan
perspektif hukum Islam, tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat
hukum Islam, karna dalam prosesnya banyak dilakukan dengan
keterpaksaan, pebedaan penlitian ini dengan penelitian kami adalah
penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti jual beli pohon
dengan menggunakan erspektif hukum Islam sebagai bahan
analisis dan secara praktek yang dimaksud dalam penlitian ini
berbeda dengan praktek yang kami maksud didalam penelitian
kami, dimana penelitian kami berdokus kepada bagaimana jual beli
pohon dengan menggunakansistem kontrak yang dilakukan oleh
masyarakat di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten

Banyuwangi.!!

11 Dwi Karni Rahmawati, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Di Kecamatan
Bulupesantren, Kabupaten Kebumen” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2008).
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3. Skripsi Karya Arman Saibani, Mahasiswa Jurusan Muamala,

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual
Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh” (Studi Kasus Di
Desa Tunggal Warag Kecamatan Banjar Agung Kabupaten
Tulang Bawang) . Persamaan penelitian ini dengan penlitian kami
adalah penelitian merupakan penelitian empiris atau lapangan yang
dilakukan di Desa Tunggal Warag Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan penelitian kami dilakukan
di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi,
persamaan penelitain ini dengan penelitian kami adalah pada objek

jual beli berupa pohon, dalam penlitian ini menggunakan pohon

sebagai objek jual beli, begitupun dalam penlitian kami.*?

Tabel 2.1:
Penlitian Terdahulu
Perbedaan
Nama,
NO | rahun, PT Judul Persamaan Penelitian Penelitian
Terdahulu Sekarang
1 Esti “Tinjauan - Penelitian | Menganalisis Menganalisis
Faelatul, Hukum Islam | Empiris Praktik Jual Beli |bagaimana
2016, Terhadap - Objek Pohon Alba tinjauan atau
Institut Praktik Jual | penelitian. Dengan Sisstem |perspektif Hukum
Agama Beli Pohon Nyinom Dalam |[Ekonomi Syariah
Islam Alba Dengan Perspektif Terhadap Praktik
Negeri Sisstem Hukum Islam.  Jual Beli Pohon
Purwokerto. | Nyinom Dengan Sitem
Dalam Kontark yang

12 Skripsi Karya Arman Saibani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet
Dengan Sistem Tangguh” (Studi Kasus Di Desa Tunggal Warag Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).
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Perspektif dilakukan
Hukum Masyarakat Yang
Islam” (Studi Terdapat di Desa
Kasus Di Grogol,
Desa Dukuh Kecamatan Giri,
Kejen Desa Kabupaten
Karangjengk Banyuwangi.
ol Kecamatan
Kutasari
Kabupaten
Purbalingga),
Dwi Karni | Perspektif -Penelitian | Menganalisis Menganalisis
Rahmawati, | Hukum Islam | tentang tentang Jual Beli |bagaimana
2008, Terhadap Pohon Di Pohon Di tinjauan atau
Universitas | Jual Beli Kecamatan | Kecamatan perspektif Hukum
Islam Pohon Di Bulupesantr | Bulupesantren, [Ekonomi Syariah
Negeri Kecamatan en, Kabupaten Terhadap Praktik
Sunan Bulupesantre | Kabupaten | Kebumen. Jual Beli Pohon
Kalijaga n, Kabupaten | Kebumen. Dengan Sitem
Jogjakarta. | Kebumen -Penelitian Kontark yang
Empiris. dilakukan
Masyarakat Yang
Terdapat di Desa
Grogol,
Kecamatan Giri,
Kabupaten
Banyuwangi
Skripsi “Tinjauan - Penelitian | Menganalisis Menganalisis
Karya Hukum Islam | Empiris tentang Jual Beli |bagaimana
Arman Terhadap - Penelitian | Pohon Karet tinjauan atau
Saibani, Praktek Jual | tentang Jual | Dengan Sistem perspektif Hukum
2018, Beli Pohon Beli Pohon | Tangguh. Ekonomi Syariah
Universitas | Karet Dengan | Karet Terhadap Praktik
Islam Sistem Dengan Jual Beli Pohon
Negeri Tangguh” Sistem Dengan Sitem
Raden Intan | (Studi Kasus | Tangguh. Kontark yang
Lampung Di Desa dilakukan
Tunggal Masyarakat Yang
Warag Terdapat di Desa
Kecamatan Grogol,
Banjar Kecamatan Giri,
Agung Kabupaten
Kabupaten Banyuwangi
Tulang

Bawang),
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B. Kerangka Teori
1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang
dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang
dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.
Pada kenyataanya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual
beli adalah penukaran barang dengan uang. Sedangkan penukaran
barang dengan barang tidak lazim disebut jual beli, melainkan
disebut barter. 13

Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan
hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Suatu contoh
mislanya, satu pihak memiliki barang, tetapi membutuhkan uang.
Sementara itu, pihak yang lain memiliki uang, tetapi mereka
membutuhkan barang. Kedua belah pihak tersebut dalam contoh di
atas, dapat mengadakan kerja sama di antara keduanya dalam bentuk
jual beli atas dasar sama-sama rela. Dengan kerja sama jual beli itu,
kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi.*

Menurut Sayid Sabiq, jual-beli adalah saling menukar. Kata al-
ba’i (jual) dan al-syira’ (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian
yang sama dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu

dengan yang lainnya bertolak belakang.” Sedangkan menurut Hamzah

13 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.
14 Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1,
1997. HIm 3
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Ya“qub dalam bukunya “Kode Etik Dagang Menurut Islam” menjelaskan

bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan

sesuatu”.®®

Secara terminologhy jual-beli adalah suatu transaksi yang
dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu
barang dengan harga yang disepakatinya. Dari sumber yang lain
menyebutkan bahwa pengertian jual-beli adalah pemberian harta karena
menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggungjawab penerimaan
(ijab-gabul) dengan cara yang diijinkan.'® Sedangkan menurut istilah
syara’, jual-beli adalah menukar harta-harta menurut cara-caratertentu.*’

2. Dasar Hukum Jual-beli

Jual-beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki
yang halal. Dalam kehidupan manusia, jual-beli merupakan
kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat
hidup tanpa adanya kegiatan jual-beli, disamping itu juga sebagai
sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai
landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari’atkannya jual-
beli adalah sebagai berikut:
a. Landasan Dalam Al-quran

Dalam Al-quran diterangkan:

15 Hamzah Ya“kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam
Berekonomi), (Bandung: Diponegoro, 1992),h. 18.

16 Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Kifayatul Ahyar, h. 132

17 1dris Ahmad, Figih Menurut Mazhab Syafi’i, (Jakarta: Widjaya, 1969), h. 5.



21

Te @ P

18) 501 a5a 5 adll Al Jal
Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan

mengharamkan riba .

Dihalalkannya jual-beli oleh Allah swt terkandung suatu
hikmah didalamnya adalah untuk melapangkan segala persoalan
yang ada di dalam kehidupan manusia dan ketetapan alam, tanpa
adanya muamalat dapat timbul perselisihan dan peperangan yang
mengakibatkan dapat merusak alam serta mengacaukan

keserasian kehidupan umat manusia.

3. Rukun jaul beli dan Syarat Jual Beli

Beberapa problematika sosial yang mengakibatkan pertikaian
antar sesama adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang
syari“at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana.
Dalam hal jual- beli undang-undang tersebut berfungsi sebagai
pedoman bagi kebaikan mu’amalah. Oleh karena itu Allah SWT
mensyaratkan untuk sahnya jual- beli haruslah sesuai dengan
perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar
aturan dalam hukum islam, sehingga dalam menjalankan transaksi

jual-beli tersebut rukun beserta syarat-syaratnya terpenuhi dengan

18 Quran in word, surat Al-Bagarah (2) : 275
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sempurna. Jual-beli merupakan sebuah akad, dan dipandang sah
apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Dalam menetapkan
rukun jual-beli, para ulama berbeda pendapat, kemudian menurut
jumhur ulama terdapat empat macam yaitu:
a. Bai’ (Penjual)
b. Musytari (Pembeli)
c. Shighat (Ijab dan gabul)
d. Ma’qud alaih/Objek (benda atau barang).®
Berikut adalah keterangan lebih lanjutnya :
a. Penjual dan Pembeli
Kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :

1. Kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat agar
tidak terkecoh. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang
gila atau tidak sehat akalnya hukumnya adalah tidak sah.

2. Antara penjual dan pembeli sama-sama rela, dan tidak
terpaksa (Q.S. An-Nisa'/4: 29).

3. Orang yang melakukan jual beli baik penjual dan pembeli
adalah sudah baligh atau dewasa, kecuali pada transaksi jual
beli barang-barang kecil, makanan-makanan kecil, dan
makanan yang relatif murah.

b. Uang dan Barang yang Diperjualbelikan

19 Rachmat Syafei, Figh Muamalah, h. 76.
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Adapun syarat uang dan barang dalam jual beli yang sah
adalah sebagai berikut:

1 Barang yang diperjualbelikan suci dari najis. Ada
manfaat dari jual beli. Jual beli barang yang tidak ada
manfaatnya tidak boleh dilakukan karena termasuk
menyia-nyiakan harta (uang).

2 Barang yang dijual oleh penjual pada jual beli dapat
dikuasai oleh pihak pembeli. Oleh sebab itu, tidak sah
apabila penjuak menjual ayam yang belum ditangkap
dan menjual burung yang masih berkeliaran.

3 Barang itu diketahui secara jelas oleh pembeli, baik
bentuk ukuran, maupun sifat-sifatnya.

4 Barang itu milik penjual sendiri atau milik orang lain
yang sudah dikuasakan kepadanya untuk dijual.

c. lIkrar atau Pernyataan Jual Beli
Ikrar jual beli terdiri atas ijab dan kabul. Ijab merupakan
ikrar penjual dan kabul merupakan ikrar pembeli. Contoh ikrar
jual beli misalnya: Penjual berkata, "Saya jual sepeda motor
ini kepadamu dengan harga empat juta." Pembeli menjawab,
"Saya terima sepeda motor ini dengan harga tersebut."?°
4. Hak serta Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam transaksi jual-beli terdapat hak dan kewajiban yang

20 Syekh Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta : Kencana, Cet. ke-1, 2006.hlm 6
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dapat mempengaruhi akibat hukum jual-beli tersebut. Namun hak

dan kewajiban penjual dan pembeli tidak dijelaskan secara rinci

dalam Kompilasai Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu penulis
menggunakan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hak
penjual dan pembeli.

Kewajiban penjual dan pembeli dijelaskan dalam pasal 62
Kompilasi hukum Ekonomi syariah bahwa penjual dan pembeli
wajib menyepakati objek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.?
Adapun kewajiban bagi penjual sebagaimana yang tercantum dalam
pasal 1458 KUH Perdata, pada prinsipnya penjual memiliki
kewajiban?? :

a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan
kepada pembeli hingga saat penyerahannya. Menyerahkan
kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika
tidak telah ditentukan saatnya atas pemintaan pembeli.

b. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut. Dalam pasal 1458
KUH Perdata dijelaskan bahwa kewajiban penjual yaitu
menyerahkan benda yang dijual pada pembeli. Dalam hal ini
jelas bahwa penjual berkewajiban menyerahkan hak millik atas
barang yang diperjual-belikan. Kewajiban menyerahkan hak

milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum

21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 62
22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1458



25

diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang
diperjualbelikan itu, dari penjual kepada pembeli.

c. Yang menjadi kewajiban bagi penjual dijelaskan secara tegas
pada pasal 1491 jo pasal 1492 KUHPerdata terdapat dua hal
yang disebutkan dalam pasal tersebut, yaitu: Pertama,
penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
Kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang
tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan
alasan untuk pembatalan pembeliannya.?®

Berkaitan dengan hak penjual salah satu diantaranya
menentukan harga pembayaran atas penjualan barang atau benda
yang dijual. Kemudian penjual memiliki hak untuk tidak
menyerahkan kebendaan sebelum pembeli membayar harga yang
telah disepakati. Sedangkan kewajiban pembeli diantaranya yaitu
membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana
yang ditetapkan menurut persetujuan. Sebagaimana yang dijelaskan
dalam pasal 1513. Pembeli juga memiliki hak bahwa dia tidak
diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan
menguasai serta memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang
dibeli tersebut secara aman dan tenteram, kecuali jika hal tersebut

telah dilepaskan olehnya.

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1491 jo pasal 1492.
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Dalam hubungannya dengan penyerahan hak milik ini maka
perlu diperhatikan ketentuan pasal 584 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa: “Hak milik atas suatu benda tidak dapat
diperoleh dengan cara lain melainkan dengan cara pemilikan, karena
perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut
Undang-Undang maupun surat wasiat, dan dengan penunjukan
maupun penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk
pemindahan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak untuk
berbuat bebas terhadap barang itu.?* Dari ketentuan yang ternuat
dalam KUH Perdata, bahwa jual-beli tidak dapat dilakukan jika tidak

ada penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

4. Pengertian Kontrak

Istilah perancangan kontrak dari istilah bahasa inggris, yaitu
contract drafting. Dalam kamus bahasa indonesia perancangan
adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Kontrak adalah
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu
timbulnya hak dan kewajiban.?®

Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung

makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk

24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 584.
% Subekti,Hukum Perjanjian, (Cet. XII; Jakarta: PT Intermasa, 1990), h. 1.
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menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu terjadi karena
perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai Undang-
Undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun keterikatannya
hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat perjanjian, namun
kewajiban yang timbul dari perikatan dapat dipaksakan secara
hukum.?

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diberikan definisi
dari perancangan kontrak. Perancangan kontrak merupakan proses
atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah
mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi
kontrak yang dibuatu oleh para pihak.?’

Dalam KUH Perdata hanya disebutkan bahwa suatu
persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ( pasal 1313
KUHPdt). Definisi ini oleh J Satrio dan Purwahid Patrik dianggap
mempunyai banyak kelemahan antara lain oleh karena:

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja;
b. Kata perbuatan terlalu luas karena dapat merupakan
perbuatan tanpa kesepakatan, perbuatan melawan hukum dan

perbuatan bukan perbuatan hukum.?®

% Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 13
27 Burhanuddin S., kontrak Syariah, h. 11.

28 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Cet. XXXV; Jakarta: PT.
Pradnya Paramita, 2007), hal. 338.



28

KUHP hanya mengatur prinsip itikad baik (good faith) pada
saat pelaksanaan kontrak; padahal sebenarnya dalam tahap negosiasi
itupun sudah timbul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh
para pihak demi menegakkan prinsip itikad baik dan transaksi
wajar/jujur ( good faith dan fair dealing).?® Perlu kita pahami bahwa
mekanisme terjadinya kontrak dalam dunia bisnis/komersial selalu
didahului oleh tahap negosiasi dimana masing-masing pihak
mengajukan letter of intent yang memuat keinginan masing-masing
pihak untuk membuat suatu kontrak. Selanjutnya setelah ada
kesepahaman atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut,
maka para pihak akan membuat ”Memorandum of Understanding”
( MOU) yang memuat keinginan masing-masing pihak sekaligus
adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadinya

kontrak. Proses inilah yang disebut sebagai proses Prakontrak.3°

5. Syarat — syarat sahnya kontrak

Dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang
mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan
perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUH Perdata.3! Pasal

1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian

29 Subekti, Hukum Perjanjian, h. 1.

30 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Cet. 1; Bandung, Citra Aditya
Bakti, 2001), h. 247.
31 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h,

5.
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yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang
diperbolehkan.
a. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah
adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau
sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat
atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat
kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum
dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua
orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak.
Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan
hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan
di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.

Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun,
apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah
dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

c. Hal tertentu
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Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak
tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan.
Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk
memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak
dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli
sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa,
warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya.
Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual
beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.

d. Sebab yang dibolehkan

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan
dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa,
ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual beli
bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-
norma tersebut.®?

KUH Perdata memberikan kebebasan berkontrak kepada
pihak-pihak membuat kontrak secara tertulis maupun secara lisan.
Baik tertulis maupun lisan mengikat, asalkan memenuhi syarat-
syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KHU Perdata. Jadi, kontrak

tidak harus dibuat secara tertulis.

32 Subekti, Hukum Perjanjian, h. 1.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
penelitian lapangan (field research). Penelitian (research) adalah
usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

31



pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan
perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan
sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian
membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam

masyarakat.

Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian non-doktrinal,
yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan
variable-variabel sosial yang lain.®® Objek kajian penelitian empiris
adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk
mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan
interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga
atau masyarakat.>* Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan

penelitian empiris.

32

Penelitian Yuridis Empiris adalah ilmu hukum yang memandang

hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas

nilai.* Penelitian yuridis Empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yuridis empiris sebagai

hasil interaksi antara hukum ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-

ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan

sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau

33 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum (Jakarta Rajawali -Press,

2006), h. 133.
34 Abu Achmadi, Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, h. 46.
% Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008),

h. 81
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kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau
fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum

empiris lebih menekankan pada segi observasinya. 3¢

Dengan metode ini diharapkan suatu penelitian yang
menekankan pada konsep-konsep jual-beli dengan mengacu pada
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai upaya untuk menjawab
permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa
Grogol, dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma
hukum saja, akan tetapi juga kesadaran masyarakat terhadap
peraturan-peraturan jual-beli yang telah ada.

Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan
diharapkan oleh penulis yaitu menekankan pada segi observasi dan
wawancara yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun yang menjadi
obyek dalam penelitian ini adalah tentang Praktik Jual-beli pohon
dengan Sistem “kontrak” di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten
Banyuwangi ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif

yang bersifat deskriptif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang

36 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, h.121.
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dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah

laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.*’

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak
mengunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya
membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-

kata atau gambaran holistik.>®

Sedangkan, yang dimaksud bersifat deskriptif merupakan
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya
adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu

memperkuat teori-teori lama atau menyusun suatu teori baru.%

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, penulis
melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan serta
memberi arti hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual-beli yang terjadi
pada masyarakat Desa Grogol. Hasil pengamatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grogol
kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya
secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

Lokasi Penelitian

37 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.192.
38 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2005), h. 6.
39 Soerjono

Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (cet. Ke-3, Jakarta: Ul Press, 1986), h. 10.
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Lokasi penelitian ini berada di Desa Grogol Kecamatan Giri
Kabupaten Banyuwangi.
D. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dua
jenis yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan
Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku
warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. %°
Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer
dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan penulis dari hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Grogol
Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.
2. Data Sekunder
Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan
disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah
dibentuk dan diisi oleh penulis terdahulu sehingga penulis selanjutnya
tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan,
analisa maupun konstruksi data.*
Dalam mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan cara studi

pustaka yaitu pengkajian terhadap berbagai dokumen dan bahan bahan

40 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 10.

41 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 12.
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pustaka yang berkaitan dengan pemasalahan yang diteliti.

Data Sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan
pelengkap, data skunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku
maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi

mengenai jual-beli pohon dengan sistem Kontrak

E. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan
dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan
wawancara serta dokumentasi.*?
1. Wawancara

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data
yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis
berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut
dengan wawancara.

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara
dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang
melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada
yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.*® Jenis
wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin

atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan

42°3, Nasution dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah,
(Bandung: Jemmars, 1988), h. 58.
43 Hasan Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50.
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yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak
kehilangan arah.**

Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara Bebas
Terpimpin.  Disini  pewawancara menggunakan pedomaan
wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan, tetapi tidak berupa
kalimat-kalimat yang permanent (mengikat). Pada metode ini
wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari pihak
penjual tanah dan pembeli tanah, dan sebagai informannya adalah
warga setempat yang melakukan jual-beli pohon dengan sistem
Kontrak.

Untuk mendapatkan informasi dengan cara wawancara
penulis bertatap muka secara langsung dan bertanya-jawab dengan
informan. Dalam wawancara ini, disamping penulis berperan sebagai
pengumpul data, penulis juga memperhatikan prilaku dari informan

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan.

F. Metode Pengolahan Data

Teknik pengumpulan adalah teknik pengumpulan data yang
terwujud sumber data penulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar
berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan
foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk

memperoleh dan memahami konsep dan teori jual beli pohon dengan

4 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.
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sistem kontrak. Agar memperoleh data yang terstruktur, baik dan
sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganilisis data adalah
sebagai berikut:

1. Editing/ Pemeriksaan data

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu editing yang
berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari obsevasi dan
wawancara maupun dokumentasi apakah data ini cukup baik dan
dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.*® Dari itulah penulis
mengedit kejelasan jawaban atau relevansi jawaban dari beberapa
objek untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-data yang
diperoleh dari pengumpulan data.

Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui
wawancara dengan penjual maupun pembeli pohon maupun
dokumentasi yang berupa data-data serta bahan-bahan kepustakaan
yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu jual-beli tanah
akan dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses-
proses selanjutanya untuk mengolah data.

2. Classifying/ Klasifikasi

Setelah proses editing selesai tahap berikutnya adalah

clasifying yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada

responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari

45 Koentjoro Ningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia
Pustaka, 1997),h. 270.
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obsevasi.*® Pengklasifikasian data bertujuan untuk
mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan
penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian®’
Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya
melalui wawancara dengan pihak penjual dan pembeli pohon di Desa
Grogol akan dikelompokkan sendiri, terpisah dengan data-data yang
diperoleh dari pihak kedua atau data sekunder yang berupa referensi
buku maupun dokumen yang berkaitan dengan jual-beli tanah, Data-
data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan
masalah dalam penelitian ini.

a. Verifying/ Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk

menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini
dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan
memberikan hasil wawancara kepadanya, dengan tujuan untuk
ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan
oleh informan tersebut.*®

3. Analyzing/ Analisis

Proses selanjutnya adalah analisis yaitu proses menyusunan,

46 Koentjoro Ningrat, Metode-Metode Penelitian ,h. 272.

47 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh, Paradigma Penelitian Figh dan Figh
Penelitian (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 335.

48 Nana Sudjana, Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi(Bandung: Sinar Baru
Algnesindo, 2008), 84.
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mengategorikan data, mencari pola, atau memahami maknanya.*®
Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap
data yang terkumpul. Data primer berasal dari narasumber dan
sekunder dari buku-buku dan tulisan serta undang-undang, data yang
diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat
ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab
permasalahan dalam penelitian ini dan memahami bagaimana
pelaksanaan jual-beli yang terjadi di Desa Grogol.

4. Concluding/ Pembuatan Kesimpulan

Setelah keempat tahapan pengolahan data mengenai jual-beli
tanah dalam penelitian ini terselesaikan, maka proses terakhir dalam
pengolahan data ini adalah concluding. Adapun yang dimaksud
dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data
yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada
pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar
belakang masalah.*®

Setelah semua tahapan dilakukan maka dengan mengunakan
analisis data seperti ini penulis mengembangkan kajian dari data-data
yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dari data-data

tentang  jual-beli yang sudah ada kemudian  penulis

49 M. Amin Abdullah, dkk. Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner
(Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kali Jaga, 2006), h. 218.

%0 Nana Sudjana, dan Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar
Baru Algasindo). h. 16.
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mengkomparasikannya dengan Kompilasai Hukum Ekonomi Syariah
untuk membuat sebuah kesimpulan yang menghasilkan gambaran
secara ringkas dan jelas.

Sehingga dapat ditemukan sebuah keterangan yang
menjelaskan keterkaitan antara pelaksanaan Jual-beli pohon yang
terjadi di Desa Grogol terhadap konsep-konsep yang termuat dalam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian
1. Kondisi Geografis

Tempat yang menjadi lokasi objek penelitian ini adalah
berada di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten
Banyuwangi. Desa Grogol adalah sebuah Desa yang terletak di
Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Diantara beberapa

Desa yang terletak di wilayah kecamatan Giri, Kondisi alam di

42



Desa Grogol ini sangat subur, didukung juga oleh paparan
luasnya area persawahan dan sebagagian besar adalah
perkebunan milik pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat setempat, sehingga tidak heran jika masyarakat
Desa Grogol mayoritas pencaraharian mereka adalah petani dan
komoditas yang menjadi sumber penghasilan penghidupannya
adalah berasal dari hasil kebun terutama pohon. Secara
geografis Desa Grogol berada disebelah barat kota banyuwangi.
Bisa dikatakan masuk di daerah ketinggian Kabupaten
Banyuwangi, berjarak 8 Km dari pusat kota, dengan jarah waktu
tempuh sekitar 20 Menit menggunakan kendaraan bermotor.

Secara keseluruhan Desa Giri terdiri dari delapan Dusun

yang meliputi:

a. Dusun Krajan

b. Dusun Lebak

c. Dusun Rupi

d. Dusun Kedawung

e. Dusun Guwo

f. Dusun Pelinggihan

g. Dusun Laos

h. Dasun Kupendukuh 5*

Desa Grogol dibatasi oleh beberapa desa yang sebagian

5! http://grogol.desa.id/web/detailnews/sejarah-desa-grogol
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masih masuk Kecamatan Grogol dan beberapa diantaranya
masuk ke Kecamatan lain Seperti Kalipuro. Berikut adalah
beberapa Desa yang berbatasan dengan Desa Grogol:

a. Desa Bulusari Kecamatan Kalipuro disebelah Barat,

b. Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro disebelah Utara,

c. Kelurahan Giri dan Penataban disebelah Timur,

d. Desa Jambesari Kecamatan Giri disebelah Selatan.>2

Untuk mempermudah pemahaman, berikut penulis sertakan

penulisan dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1

Perbatasan Wilayah Desa Grogol Kecamatan Giri
Kabupaten Banyuwangi

No. | Batas Arah | Nama Desa Pembatas Kecamatan
1. | Utara Pesucen Kalipuro
2. | Timur Giri dan Penataban Giri

3. | Barat Bulusari Kalipuro
4. | Selatan Jambesari Giri

2. Kondisi Penduduk
Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi

memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak Namun tidak terlali

52 http://grogol.desa.id/web/detailnews/sejarah-desa-grogol
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padat. Yaitu berjumlah penduduk 5.138 Jiwa. Berikut tabulasinya

berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin Desa Grogol
Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi

No. | Jenis Kelamin Jumlah
1. | Laki-laki 2.553
2. | Perempuan 2.585
3. | Kepala keluarga 1871

Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis
kelamin diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak jauh berbeda antara
jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, hanya berbeda 32 orang
dari keseluruhan penduduk. Untuk mempermudah dalam
melakukan identifikasi, jumlah tersebut diklasifikasi kedalam
jumlah penduduk masing-masing Dusun, yaitu Dusun Grogol
sebanyak 1735 jiwa; Dusun Kupendukuh sebanyak 667 jiwa;
Dusun Rupi sebanyak 416 jiwa; Dusun Dero 633 jiwa; Dusun
Kandangsapi 732 jiwa; Dusun Kalanganyar 917 (sembilan ratus
enam belas) jiwa; Dusun Sidowengku 595.

3. Kondisi Tingkat Pendidikan
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Apabila tinjau dari segi pendidikan, masyarakat Desa Grogol
Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi masih tergolong dengan
tingkat pendidikan yang rendah. Data yang diperoleh dari balai
Desa Grogol dapat diketahui bahwa hanya 92 orang saja yang
meneruskan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.
masyarakat Grogol yang pendidikan terakhirnya (Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas) SLTA atau yang setara sebanyak 726 orang.
Masyarakat yang pendidikan terakhirnya sampai dengan SLTP
(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebanyak 1134 orang.
Kemudian masyarakat yang hanya mampu menempuh sekolahnya
sampai pada Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1042 orang, dan
masyarakat yang tidak mampu sekolah sebanyak 342 orang.

Berikut gambaran dalam bentuk tabel:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa
Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi

No Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa
1. Tidak Tamat 342  orang
SD/Sederajat

2 Lulusan SD/Sederajat 1.042 orang

3 Lulusan 1134 orang
SLTP/Sederajat

4 Lulusan 726  orang
SLTA/Sederajat

5 Lulusan Sarjana (S1) 92 orang
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4. Kondisi Perekonomian

Meskipun dari satu sisi banyak penduduk yang bekerja
sebagai petani, namun setelah melihat dari data yang diperoleh,
Masyarakat Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi
mata pencahariannya berfariasi, hal yang demikian ini dikarenakan
tingkat kemampuan dan daya pikir masing-masing orang berbeda
namun tujuan penduduk dalam mebcari penghidupan adalah untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari data yang diperoleh dari balai Desa Grogol, dan
dimuat dalam sebuah website. 14 orang sebagai Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 39 orang yang berprofesi
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 567 orang adalah sebagai
buruh tani, dan 480 orang petani, 219 orang menjadi pedagang, 291
orang menjadi pegawai swasta, dan 66 orang menjadi tukang
kayu/batu, 29 orang berprofesi sebagai penjahit, 153 orang, dan
2569 orang bermata pencaharian lain-lain.

B. Praktik Jual-Beli Tanah Sistem Kontrak Di Desa Grogol,
Kecamatan Grogol, Kabupaten Banyuwangi

Pada penelitian ini terdapat dua pihak narasumber yang menjadi

informan, untuk diminta penjelasan mengenai praktik jual-beli pohon

yang terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten

Banyuwangi. Pihak yang pertama yaitu dari pihak penjual pohon,

informan yang kedua yaitu dari pihak penjual pohon. Dari pihak
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penjual ada dua orang dan pembeli masing- masing ada tiga orang.
Tahap yang pertama dilakukan yaitu mewawancarai pihak pembeli,
setelah pihak pembeli selesai diwawancarai, tahap berikutnya yaitu
mewawancarai pihak penjual.

1. Proses Jual-beli Pohon

Dalam kehidupan bermasyarakat memang sangat erat
kaitannya dengan kerukunan dalam menjalankan kegiatan sehari-
hari, gotong- royong, bahu membahu, menjadi ciri khas masyarakat
Desa. Namun tidak hanya kerukunan saja yang sering kita temukan,
masalah-masalah yang biasanya tidak kita pahami sering kali muncul
pada kegiatan bermasyarakat tersebut. Begitupun dengan
masayarakat Desa Grogol.

Desa Grogol merupakan sebuah Desa yang terletak di
Kecamatan giri Kabupaten Banyuwangi. Kondisi tanah di Desa
Grogol tersebut sangat subur, didukung dengan luasnya area
persawahan dan perkebunan sehingga tidak heran jika mayoritas
masyarakat Desa berprofesi sebagai petani dan buruh kebun.
Banyaknya pohon yang berada di kebun yang dimiliki oleh sebagian
warga menyebabkan banyak pohon yang dimiliki secara personal
dengan jumlah yang besar, sehingga membuat terjadinya berbagali
macam kegiatan transaksi pohon demi mendapatkan keuntungan
yang diharaphan salah satu dari transaksi tersebut yaitu jual beli

dengan sistem kontrak . Dengan menggunakan transaksi sisterm
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kontrak para pedagang dan pemilik pohon berharap akan sama-sama
diuntungkan .

Jual-beli tanah dengan sistem kontrak merupakan kegiatan
jual- beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Grogol,
Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Proses transaksi jual-beli
itu dilakukan dengan cara penjual menjual pohon kepada pembeli
dengan batasan waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara
kedua belah pihak.

Menurut hasil wawancara ketika berasama Kepala Desa
Grogol, Bapak Khorun Nasyi’in. S,kom. Beliau adalah lulusan
sarjana dari Sekolah Tinggi IlImu Komputer (STIKOM). Beliau
memberi beberapa definisi mengenai jual beli pohon yang berada di
Desa Grogol:

“Memang nengkane iki bedo lek, nengkene iki kadung
tuku uwet artine riko seng sepenuhnya duwe hak milik neng uwet
iku, bisa dikatakan riko iku nyewo utowo ngontrak uwet, yoo
repot wes uwong kene nganggepe iku tuku arepe dirubah wes
kadung dadi adat lek, padahal asline secara akad yoo kadung
jual beli roh hak milik iku pindah, iku neng kene oseng gedigu,
dadi riko kadung tuku uwet yo ambi wong ditakoni pirang taun
lek. >3

Maksudnya ialah: Memang disini itu beda mas, disini kalau
beli pohon artinya kamu tidak sepenuhnya punya hak milik terhadap

pohon tersebut, bisa dikatkan kamu itu nyewa atau ngontrak pohon

mas, emang serba repot orang sini sudah terlanjur seperti itu mau

%3 Khoirun Nasi’in, wawancara (Banyuwangi, 7 Oktober 2019).



50

dirubah sudah menjadi adat, padahal kan kalau secara akad aslinya
jual beli itu hak milik itu sudah pindah, kalau disini tidak begitu, jadi
kalau kamu beli pohon pasti ditanyai berapa tahun.”

Penulis juga mewawancarai beberapa narasumber dari warga
Desa Grogol. Narasumber yang pertama yaitu bapak Mawi umur 57,
beliau adalah pedagang yang tergolong sukses di Desa Grogol
meskipun secara pendidikan beliau bukan termasuk orang beruntung
mengenyam pendidikan yang tinggi, beliau hanya mengenyam
Sekolah Dasar tak tamat karena pada jaman dahulu kata beliau
sekolah tidak terlalu penting. Sebagai pihak pembeli, ketika beliau
ditanya mengenai praktik jual- beli pohon yang terjadi di Desa
Grogol, beliau mengetakan:

“Neng kene iki kadung tuku uwet mesti taunan lek, jarang
kadung ono hang tuku langsung ikau, kadung seng tuku usuman
yoo, taunan lek, kadung taunan iku yo koyo misale gedigi, riko
duwe uwet kelopo rong poloh , terus isun duwe peces, kerono
riko wet kelopone wakeh dadi riko ngedol uwet neng isun 10
uwet misale, terus isun tukune iku sesuai ambi kesepakatane,
misale rong tau yoo rong taun, kadung setaun yoo mong setaun,
pokoke sak sepakate wes lek. ~>*

Maksudnya ialah: Disini itu kalau kalau beli pohon mesti
bertahun mas, jarang kalau ada yang beli sekaligus itu, kalau enggak
musima ya, tahunan mas, kadung tahunan itu misalnya begini, kamu
punya pohon kelapa dua puluh, terus saya punya uang, karena kamu

pohon kelapanya banyak jadi kamu bisa menjual pohonmu itu ke

saya misalnya sepuluh pohon, terus saya beli pohon itu sesuali

54 Bapak Mawi, wawancara (Banyuwangi, 7 Oktober 2019).
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dengan kesepakatan, misalnya dua tahun ya harus dua tahun, kalau
setahun yaa Cuma setahun, intinya sesuai kesepakatan sudah mas.
Menurut Bapak Agin Sucipto umur 52 tahun, beliau juga
hanya lulusan sekolah dasar namun beliau lama mengenyam
pendidikan pesantren disalah satu pesantren yang ada di
banyuwangi, beliau adalah salah satu ketua RT yang berada di
Dusun Kupendukuh Desa grogol, beliau juga termasuk tokoh
masyarakat, ketika beliau dimintai penjelasan mengenai jual beli
pohon yang sering terjadi khususnya jual beli berjangka waktu :
“lyo lek, nengkene iki wong kabeh kadung tuku uwit yoo
mesti taunan, yowes pokok e kadung ono uwong butuh peces
saiki-saiki yoo uwite didol taunan, biasane mesti dinggo mbayar
utang lek, kadung wonge dikejer kejer utang, hahahaha, pokoke
kadung arep adol uwet iku mesti berjangka waktu wes lek,
paling umum rong taun, ono hang sampek limang taun, yoo
sampek ono hang rong puluh taun pisan, regone yoo macem

macem kadung dideleng iki uwite subur, yoo mesti larang lek
biso sampe jutaan tuwek”.>®

Maksudnya ialah: lya mas, disini orang kalau beli pohon
pasti tahunan, pokoknya kalau ada orang yang butuh uang cepat ya
pohonnya dijual tahunan, biasanya dibuat bayar hutang mas, kalau
orangnya dikejar kejar hutang, hahahaha, pokoknya kalau mau jual
pohon pasti berjangka waktu mas, paling umum dua tahun, ada yang

sampai lima tahun, bahkan ada juga yang sampai dua puluh tahun

% Bapak Agin Sucipto, Wawancara (Banyuwangi, 7 Oktober 2019)
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juga, harganya juga bermacam-macam kalau dilihat pohonya subur
ya mesti mahal mas, bisa sampai berjuta-juata”.

Dari pernyataan ketiga narasumber diatas, dapat ditarik
sebuah penjelasan bahwa jual beli pohon di Desa Grogol adalah jual
beli pohon yang selalu dilakukan dengan berjangka waktu tertentu
(tahunan) sesuai dengan kesepakatan bersama antara penjual dan
pembeli. Kebanyakan tujuan dari beli pohon adalah untuk diambil
manfaat buahya dan harga dari pohon tersebut juga ditentukan dari
seberapa bagus pohon tersebut dalam berbuah. Misalnya ada
seseorang pedaagang buah melihat ada potensi yang bagus pada
sebuah pohon sehingga kalau pedagang tersebut membeli pohon itu
dia berasumsi dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi
pada kondisi lain terkadang pemilik pohonlah yang menawarkan
pohon karena dia ingin mendapatkan uang secara langsung tanpa
harus menunggu pohon berbuah dan masih menginginkan pohon itu
menjadi miliknya, kebanyakan kasusnya demikian.

Jual beli pohon ini biasanya berjangka waktu dua tahun akan
tetapi batas minimalnya adalah satu tahun. Dalam jangka waktu
tersebut hak yang peroleh dari pembeli adalah :

a. Pembeli boleh mengambil buahnya, karena memang

sebenarnya tujuan utama membeli pohon adalah untuk
diambil buahnya. Kebanyakan adalah pedagang buah

yang membeli pohon untuk diambil buahnya.
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b. Mengambil daunya, pembeli boleh mengambil daunya
karena memang beberapa penduduk desa sebagian
adalah berkegiatan sebagai perternak kambing.

c. Mengabil kayunya dalam batas tertentu tidak sampai
merusak dari pohon tersebut. Diperbolehkan bagi
pembeli untuk mangambil kayu yang sifatnya tidak
sampai mengambil kayu yang besar sehingga membuat
pohon itu rusak contohnya yang diperbolehkan adalah
kayu bakar dari ranting pohon yang sudah kering.

Banyak motif seseorang ingin mejual pohonya, akan teteapi
kebanyakan kasusunya adalah karena oang pemilik pohon tersebut
meninginkan uang secara cepat. Ada juga orang yang memang
terbiasa dengan menjual pohonya karena tidak mau mengurus
pohonya dan merasa nyaman dengan cara menjualnya karena
nantinya pohon itu tetap akan menjadi miliknya. Berikut adalah
ungkapan dari bapak In Bunadin yang menjual pohonya kepada
pedagang :

“Magio kadung butuh peces kelendi maneng lek, hahaha.
Sebene isun adol uwet kopi limolas wet telung taun neng Mawi
telung juta. Yoo isun mulo demen adol uwet lek isun heng pati
biso adol panenan. °

Maksudnya ialah: Yaa gimana mas kalo udah butuh uang,

hahaha. Kemarin-kemarin ini saya jual pohon kopi lima belas pohon

% Bapak In Bunadin, wawancara (Banyuwangi, 7 Oktober 2019).
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selama tiga tahun ke Pak Mawi sebesar 3 juta. Emang saya suka jual
pohon mas, soalny saya kurang terlalu pandai kalau panen sendiri
terus dijual.”
2. Objek jual-beli
Dalam transaksi jual-beli pasti ada benda secara wujudyang
akan diperjual-belikan karena jual-beli adalah tentang pemindahan
hak milik suatu barang maka objek yang akan di pindahkan status
kepemiliknya harus ada itulah yang menyebabkan objek jual-beli
adalah menjadi rukun dalam jual beli. Dalam penelitian ini yang
menjadi objek jual-beli adalah pohon. Diperlukan bagaimana kondisi
pohon yang akan hendak diperjual-belikan. Karena kondisi pohon
terkadang tidak terlalu jelas bagaimana kondisi kesurueran dan
kelebatan buah yang nantinya akan diambil oleh calon pembeli, maka
pembeli pohonlah yang harus pandai dan paham bagaimana cara
untuk mengetahui kondisi pohon yang hendak dibeli dan akan
nantinya diambil manfaatnya.

Untuk mengetahui bagaimana proses upaya pembeli untuk
mengetahui pohonya penulis mewawancarai salah satu warga Desa
Grogol yang berada di Dusun Kupendukuh ibu lanjut usia yang
masih menjalankan transakasi jual-beli pohon yang bernama
Aminah berusia 65 tahun memberikan keterangan mengenai
bagaimana dia kalu melakukan pembelian pohon kepada pemilik

pohon:
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“Biasane isun mesti keliling-keliling lek, kiro-kiro kadung
wes arepe mangkat usum uwo-uwoan yo isun keliling lek, misale
ono uwet hang keneng dituku yo hun tuku, koyo saiki usume kopi
isun yo golek uwit kopi neng uwong-uwong, tapi yo heng
sembarangan kabeh uwit hun tuku, dideleng sulung kopine iki
apik ta oseng, kadung heng paham biso rugi tuku uwet sampe
limang taun tapi heng oleh asel, hang paling asil iku biasane

cengkeh kadung setaune telongatus baen iku wes asel akeh lek,

saiki isun mageh tuku wet kopi ambi cengkeh baen” >

Maksudnya ialah: Biasanya saya mesti keliling-keliling mas.
Kira-kira kalau udah mau mulai musim buah buahan saya mseti
keliling mas, misalnya ada pohon yang bisa dibeli yaa saya beli,
seperti sekarang sedang musim kopi saya ya mesti cari kopi ke
orang-orang, tapi yaa tidak sembarangan pohon saya beli, dilihat
dulu apakah kopinya bagus apa enggak, kalau sembarangan bisa rugi
beli pohon sampai lima tahun tanpa mendapat hasil, yang paling
banyak untung itu biasanya cengkeh, misal setahunya itu tiga ratus
aja itu sudah hasil banyak mas. Sekarang saya masih beli pohon kopi
sama cengkeh aja.

Kemudian kami juga betemu dengan ibu Bohani yang
merupakan saudara dekat dari ibu Aminah yang sering juga menjual
pohonya, berikut keterangan singkat adri beliau:

“Biasane hun dol rongatus lek, kadung wite gembel hun dol

telungatus sakrepotan dewek lek soale hang tuku kadang
ngereganine sekarepe dewek,”>®

57 Ibu Aminah, wawancara (Banyuwangi, 9 Oktober 2019).
%8 |bu Aminah, wawancara (Banyuwangi, 9 Oktober 2019).
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Maksudnya ialah: Biasanya saya jual dua ratus mas, kalau
pohonya lebat tiga ratus, serba repot mas soalnya yang beli kadang
juga ngehargainya semaunya sendiri.

Keterangan dari kedua narasumber Ibu Aminah dan Ibu
Bohani memberi sebuah pengertian bahwa objek jual beli yaitu
pohon tidak selalu sama harganya, tergantung bagaimana kondisi
musim menurut analisis kondisi yang kedua belah pihak lakukan,
dan kondisi pohon yang berpotensi menjadi hal mendasar dalam
menentukan harga yang akan disepakati. Harga pohon biasanya
pertahun Rp.200.000 jika kondisi pohon biasa seperti kebanyakan,
dan Rp.300.000 jika pohon itu sangat subur menghasilkan banyak
buah. Harga itu berlaku untuk jenis pohon apapun, tapi tidak
menutup kemungkinan akan berubah jika beberapa jenis pohon
sedang mengalami kenaikan harga pasar.

3. Proses Akad Jual-beli

Sebuah transaksi jual-beli bisa dikatakan sah apabila telah
memenuhi syarat dan rukunnya. Akad atau sighah merupakan salah
satu rukun yang harus ada dalam transaksi jual-beli. Demikian pula
pada pelaksanaan jual-beli pohon yang terjadi di Desa Grogol
Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Akad atau ijab-gabul
dilakukan pada saat transaksi itu berlangsung. Baik oleh penjual
maupun oleh pembeli yang bersangkutan. Biasanya sesuai dengan

adat atau kebiasaan yang melekat pada masyarakat tersebut.
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Adapun akad atau ijab-gabul yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Grogol sebagaimana penjelasan dari bapak Selamet selaku
pedagang dan tokoh agama Desa Grogol :

“ Akad jual pohon biasanya ya gini, isun adol uwet neng
riko telung taun, kalau lima tahun yaa tinggal ganti lima tahu aja,
akadnya ini tanpa tertulis masm seperti biasany saja, biasanya
kalau butuh saksi yaa ngajak saksi mas mane lebih percoyo
maneng, biasane kepala dusun , tapi jarang heng ono wes saiki
hang nganggo saksi. “*°
Maksudnya ialah: Akad jual pohon biasanya ya gini, isun adol

uwet neng riko telung taun, kalau lima tahun yaa tinggal ganti lima
tahu aja, akadnya ini tanpa tertulis masm seperti biasany saja, biasanya

ngajak saksi mas kalau butuh saksi biar lebih percaya lagi, tapi jarang

sudah sekrang yang menggunakan saksi.

Dari keterangan di atas, masyarakat di Desa Grogol pada saat
melakukan transaksi jual-beli dilakukan dengan dihadiri pihak
penjual dan pembeli, kemudian dalam melakukan perjanjian dan
kesepakatan hanya dengan lisan dan kadang ada yang meminta
bantuan orang lain untuk sebagai saksi transaksinya, tapi itu sudah
jarang bahkan tidak ada yang menggunakan saksi lagi sekarang.

Dari hasil wawancara diatas kita mengetahi bahwa sangat
terlihat Masyarakat Desa Grogol sudah terbiasa dan membudaya
dalam membeli pohon dengan berjangka waktu seperti ini, tidak ada

sebutan yang pasti untuk praktek jual beli pohon ini, karena ketika

%9 Bapak Selamet, wawancara (Banyuwangi, 11 Oktober 2019).
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kita membeli pohon maka sebenarnya kita secara tidak langsung
tidak akan mendapat hak akan pohon tersebut secara penuh. Model
transaksi semacam ini sudah menjadi hal yang wajar di Desa Grogol

Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap

Praktik Jual- Beli Pohon Dengan Sistem Kontrak di Desa

Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari

wawancara yang dilakukan penulis pada masyarakat Desa Grogol

Kecamatan Giri kebupaten Banyuwangi maka pada sub bab ini penulis

meninjau praktik jual-beli pohon tersebut menggunakan Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari‘ah.

Memperoleh suatu benda atau barang bisa dilakukan dengan

bebagai cara, asal cara itu tidak bertentangan dengan peraturan yang

berlaku. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur dengan jelas

mengenai cara memperoleh suatu benda, yaitu termuat pada pasal 18,

benda dapat diperoleh dengan cara:

1.

2.

Pertukaran.

Pewarisan.

Hibah.

Wasiat.

Pertambahan alamiah.

80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‘ah. Pasal 18, h. 10.
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6. Jual-beli.

7. Lugathah.

8. Wakaf.

9. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

Salah satu cara memperoleh benda yaitu dengan cara jual-beli.
Pengertian jual-beli sebagaimana dalam pasal 20 Kompilasi hukum
Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa bai* adalah jual-beli antara benda
dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.5! Pertukaran dalam
transaksi jual-beli merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
kedua pihak (penjual dan pembeli). Pertukaran biasanya dilakukan
dengan cara menukar barang dengan uang.

Kemudian Pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Jual-beli
merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak
yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”®? Dalam hal
ini ada para pihak yang berperan sebagai penjual dan pada lain pihak

sebagai pembeli.

Subekti mengutarakan mengenai jual-beli: “suatu perjanjian timbal-
balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk
menyerahkan hak milik suatu barang, sedangkan pihak yang lain

(pembeli) berjanji untuk menyerahkan harga yang terdiri atas sejumlah

61 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pasal 20, h. 15.
82 Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1457.
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uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut” ®3

Sesuai dengan penjelasan tentang jual-beli diatas, maka ada para
pihak yang terlibat didalamnya, yakni pihak pembeli dan pihak penjual.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, dapat dilihat bahwa : wujud dari hukum
jual- beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua
belah pihak yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli.®*

Kemudian dalam pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
dijelaskan bahwa: Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai
dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang
atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli. % Dari pasal 63
diatas kewajiban pokok penjual bisa dikategorikan menjadi dua:

1. Menyerahkan barangnya atau benda yang diperjualbelikan kepada
pembeli
2. Menjamin bahwa pembeli dapat memiliki barangnya seutuhnya.

Mengenai penyerahan Pasal 1475 KUHPerdata, menyebutkan
“penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual
kedalam kekuasaaan dari kepunyaan pembeli.”®

Pasal 1475 KUHPerdata tersebut menegaskan bahwa ketika

barang yang diperjualbelikan itu telah diserahkan kepada pembeli,

83 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (bandung: citra aditya bakti, 1995), h. 28.

84 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, (bandung:
Sumur, 1961), h. 21.

8 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pasal 63, h. 32.

% Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1475.
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secara langsung barang tersebut harus bisa dikuasai dan dimiliki oleh

pembeli.

Selanjutnya setelah dilakukannya transaksi maka kedudukan
benda tersebut menjadi milik pembeli dan segala yang dihasilkan
adalah haknya pembeli.

Sebagaimana dalam pasal 1481 KUHPerdata, barangnya harus
diserahkan dalam keadaan aman barang itu berada pada waktu
penjulan. Sejak itu hasil menjadi kepunyaan si pembeli.

Jika ditinjau dari segi pertukarannya, masyarakat Desa Grogol
dalam melakukan transaksi jual-beli sudah sesuai dengan Kompilasi
hukum Ekonomi Syariah, karena sama-sama melakukan pertukaran,
namun transaksi yang terjadi pada masyarakat Desa Grogol tersebut
yaitu kegiatan jual- beli tanah yang tidak disertai dengan perpindahan
kepemilikan sebagaimana dijelaskan oleh bapak Mawi:

“Yo oseng lek isun tukune mung telung taun, dadi mari telung
taun iku wite wes balek maning neng hang duwe. "¢’

Maksudnya ialah: Tidak mas, saya beli pohon itu hanya tiga
tahun, jadi setelah tiga tahun itu pohonya sudah kembali lagi ke yang
punya.

Dijelaskan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

mengenai kepemilikan:%®

57 Bapak Mawi, wawancara (Banyuwangi, 7 Oktober 2019).
%8 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, pasal 19, h. 10
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a. Pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat
dan tidak dibatasi waktu;

b. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan
manfaat dan dibatasi waktu;

c¢. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.

Berpindahnya kepemilikan atau hak milik atas barang dalam
jual-beli merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh
pihak penjual dan pembeli. Kemudian pemilikan itu tidak dibatasi oleh
waktu. Jadi jika terdapat jual-beli yang tidak dapat berpindahnya
kepemilikan dari penjual kepada pembeli, maka kegiatan tersebut tidak
bisa dikatakan jual-beli.

Sebagaimana diuraniakan pada pasal 91 bahwa:®

Jual-beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya
kepemilikan objek jual-beli. Kemudian pada pasal 92 nomor (1), Jual-
beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. Jika
mengkaitkan dengan pasal 91 dan 92 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, transaksi jual-beli yang terjadi pada masyarakat Desa Grogol
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam
KHES tesebut. Kemudian dalam pasal 92 jual-beli tersebut dinyatakan
batal karena tidak ada unsur berpindahnya kepemilikan.

Namun juka dikaitkan dengan teori dan syarat dari praktek

% Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, pasal 91 dan 92, h. 40.
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kontrak maka jual beli pohon tersebut termasuk dalam kontrak karena
sesuai dengan bagaimana praktik transaksi yang mengikat untuk
mencapai kesepakatan bersama, dimana syarat kontrak diantranya :
a. Kesepakatan
Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah
adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau
sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat
atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.
b. Kecakapan
Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat
kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum
dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua
orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak.
Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan
hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan
di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.
Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun,
apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah

dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.
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c. Hal tertentu

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak
tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan.
Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk
memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak
dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli
sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa,
warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya.
Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual

beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Dari persyaratan kontrak diatas semuanya termasuk dalam
konteks transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grogol yakni

a. pemilik pohon dan orang yang akan mengambil manfaat
dari pohon bersepakat akan menyewa pohon dengan
jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat
tertentusesuai dengan kesepakatan.

b. Antara kedua pihak yaitu pemilik pohon dan orang yang
hendak menyewa pohon semuanya adalah subjek
hukum.

c. Objek yang disewakan sangta jelas yakni pohon dengan
kesepakatan yang sudah ada.

Dalam madzhab Imam Syafi’i Konsep kontrak disebut dengan

transaksi ijarah, dimana dalam transaksi ijarah memiliki konsep yaitu
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jual-beli manfaat (bai’ul manfaat). Ulama Syafi“iyah mendifinisikan
ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu,
bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
Sesuai dalam jual beli pohon sistem kontrak baik secara akad
maupun praktiknya, yaitu sewa-menyewa kepada seseorang yang
mengelola pohon yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang
disepakati antara pemilik pohon dan penyewa pohon tersebut.
Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya pembeli pohon untuk
mengambil manfaat dari pohon sepanjang dia membayar sewa kepada
pemilik dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.
Untuk lebih meyakinkan bahwa praktik jual-beli pohon sistem
kontrak sesuai dengan konsep ijarah menurut Ulama Syafi’iayyah.
Berikut adalah syarat-syarat ijarah menurut Ulama Syafi’iyyah :
a. Mu’jir dan Musta’jir (orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah) harus sudah baligh dan berakal.
b. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam
upah- mengupah meliputi pohon dan manfaat pohon yang
disewakan. Pohon disini memiliki manfaat karena pohon
tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dalam
kehidupan sehari-hari dan menghasilkan sesuatu yang bernilai
ekonomi.
c. Ujrah yang diketahaui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Antara

penyewa dan yang menyewa pohon akan bersepakat berapa
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jumlah pohon yang akan di sewa secara jelas.

d. Serta sighat ijab gqabul antara Mu jir dan Musta ’jir (orang yang
melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah). Penyewa
dan yang menyewa pohon melakukan akan yang didalamnya
berisi kesepakatan tentang jangka waktu dan segala
kesepakatanya.

Syarat dan rukun ijarah diatas secara praktik dan akad tidak ada
yang cacat dan sangat sesuai dengan apa konsep ijarah Ulama
Syafi’iyyah, dan transaksi jual beli pohon sistem kontrak di Desa Grogol
sah secara syariah karena termasuk dalam jual-beli manfaat (bai’ul
manfaat) atau ijarah yaang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
terbiasa menyebutnya dengan kontrak.

Dari fenomena transaksi yang terjadi didesa Grogol serta
analisis yang dilakukan penulis, penulis memberikan sebuah definisi
baru terhadap fenomena jula-beli pohon yang ada di Desa Grogol

dengan sebutan jual beli pohon dengan sistem kontrak .
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik
jual-beli pohon di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi
ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
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Pada hakikatnya kegiatan jual-beli pohon yang menjadi adat
masyarakat Desa Grogol merupakan sebuah transaksi yang
dilakukan dengan batas waktu tahunan. dalam transaksi tersebut
maka ketika akad jual-beli terdapat ijab-gabul yang dilakukan dan
dihadiri oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), kemudian
berpedoman pada rasa saling percaya kebanyakan dari para pihak
yang bertransaksi tidak mendatangkan saksi, dan tidak dilakukan
dengan perjanjian tertulis namun sebagian kecil ada yang mengajak
orang ketiga yang berperan sebagai saksi namun itu jarang terjadi.
Dalam transaksi jual-beli pohon tersebut hak milik atas pohon
sepenuhnya tetap pada penjual, sehingga hak milik tersebut tidak
berpindah dari penjual kepada pembeli.

Praktik jual-beli pohon yang terjadi pada masyarakat Desa Grogol,
Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi menurut KHES
(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dilihat dari segi perpindahan
hak miliknya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan pasal 91
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pasal 91 dijelaskan
bahwa, jual-beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya
kepemilikan objek jual-beli. Kemudian pada pasal 92 nomor (1),
Disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan masyarakat di Desa
Grogol bukanlah termasuk dalam transaksi jual-beli, karena tidak
sesuai dengan ketentuan jual-beli dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah. Jual-beli pohon yang ada di Desa Grogol
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Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi termasuk kedalam Kontrak
karena sesuai dengan syarat-syarat kontrak seperti, kesepakatan,
subjek dan objek, dan hal tertentu, dan termasuk juga kedalam ijarah

sesuai dengan yang ulama Syafi’iyyah tentukan.

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran

untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1.

Para tokoh masyarakat dan para ulama setempat hendaknya
memberikan pengarahan dan penjelasan yang tegas mengenai
hukum Islam terutama dalam bidang muamalah khususnya yang
berkaitan dengan jual-beli, hal ini bertujuan agar terhindar dari
kesalahan pahaman yang dapat menyebabkan rusaknya akad serta
batalnya transaksi jual-beli tersebut.

Untuk para pihak yang bertransaksi, hendaknya melakukan
transaksi dengan menghadirkan saksi dan mencatatnya, agar
dapat dijadikan bukti otentik dan agar terhindar dari
kesalahpahaman yang menyebabkan pertikaian antar warga.
Kemudian harus memahami maksud dari transaksi yang

dilakukan.
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Gambar 1:
Foto bersama Pak Selamet selaku pedagang dan tokoh agama di Dusun
Kupendukuh

Gambar 2:
Foto bersama istri dari Bapak Mawi, selaku pedagang dan pembeli
pohon



Gambar 3:
Foto Bersama Bapak Agin Sucipto selaku ketua RT Dusun
Kupendukuh, Desa Grogol
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Gambar 4:
Foto bersama Pak In Bunadin, selaku penjual pohon



Gambar 5:
Foto ketika Ibu Aminah (pembeli pohon) baru selesai memenen hasil
dari pembelian pohon cengkeh.

Gambar 6:
Foto ketika salah seorang pekerja Ibu Bohani Memanen Kopi dari
pembelian pohon kopi penjual
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